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Menurut Biro Hukum
dan Organisasi
Kehutanan, Hukum
Kehutanan adalah
kumpulan peraturan
baik yang tertulis
maupun tidak tertulis
yang berkenaan
dengan kegiatan
yang berkaitan
dengan hutan dan
pengurusannya.
Adapun perkebunan
diselenggarakan
berdasarkan atas
asas manfaat dan
berkelanjutan,
keterpaduan,
kebersamaan,
keterbukaan, serta
berkeadilan.
(Pasal 2 UU No. 18
Tahun 2004 tentang
Perkebunan)
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Buku ini memberi gambaran vang
menyeluruh tentang Hukum Kehutanan dan
Hukum Perkebunan. Diuraikan secara
mendetail dan sistematis yang dituangkan
dalam kalimat dan bahasa yang sangat
komunikatif, sehingga dipahami oleh semua
kalangan masyarakat.

Substansi dari buku yang berkualitas ini
tertuang dalam beberapa pokok bahasan,
meliputi:

® Pengembangan Kehutanan di Indonesia.
® Perencanaan Kehutanan.

® Pengelolaan Hutan.

e /llegal Logging dan Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan (SKHH).

® Perlindungan Hutan.

¢ Hutan Kota.

® Gugatan Perwakilan dan Penyelesaian
Sengketa Kehutanan.

® Hukum Perkebunan dan Permasalahannya.

KEISTIMEWAAN BUKU INI

® Berisikan argumentasi secara teoretis-kritis mengenai Hukum
Kehutanan dan Hukum Perkebunan yang didukung dengan
pendapat para pakar dan ide yang brilian dari penulis.

® Penyajiannya disinergikan dengan semua

kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan

dan perkebunan.

® Disertai dengan data yang lengkap dan terbaru.
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